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Dewan Kawasan Aglomerasi
Disepakati Ditunjuk Presiden

Baleg DPR RI dan
pemerintah me-
nyepakati rumusan
baru dalam draf
RUU Daerah Khu-
sus Jakarta yakni
ketua dan anggota
Dewan Kawasan
Aglomerasi ditunjuk
Presiden.

JAKARTA - Badan Legislasi
(Baleg) DPR RI bersama pe-
merintah menyetujui rumusan
baru dalam draf Rancangan
Undang-Undang (RUU) Dae-
rah Khusus Jakarta (DK]) yakni
agar ketua dan anggota Dewan
Kawasan Aglomerasi ditunjuk
oleh Presiden RI.

“ladi kita setju vang ru-

musan bary, ya?" tanya Ketua
Baleg DPR RI Supratman Andi
Agtas dalam rapat panitia kerja
(panja) pembahasan DIM RUU
DK] seraya mengetuk palu di
kompleks parlemen, Senayan,
Jakarta, Kamis (14/3),

Rumusan baru tersebut un-
tuk menganulit rumusan lama,
sebagaimana yang tertuang
dalam Daftar Inventarisasi Ma-
salah (DIM) 523 ayat (3) draf
RUU DK yang menyebut-
kan bahwa, “Dewan Kawasan
Aglomerasi dipimpin oleh Wa-
kil Presiden’

Supratman mengatakan ke-
tentuan lebih lanjut mengenai
Dewan Kawasan Aglomerasi
dan tata cara penunjukan ke-
tua dan anggota Dewan Kawas-
an Aglomerasi sebagaimana
dimaksud diatur dengan per-
aturan presiden.

“Kemudian ketentuan itu
diatur dalam peraturan presi-
den, Jadi ditunjuk lewat kepu-

tusan presiden. Jadi artinya dia
ma kasih ke wapresnya, mau
kasih ke siapa, problem ket-
atanegaraan kita menjadi sele-
sal,’ ujarnya.

Menanggapi rumusan ter-
sebut, anggota Baleg DPR RI
Mardani Ali Sera mengaku se-
tuju agar ketua Dewan Kawas-
an Aglomerasi ditunjuk oleh
presiden, Menurut dia, Dewan
Kawasan Aglomerasi berbeda
dengan Badan Pengarah Per-
cepatan Otonomi Khusus Pa-
pua (BP30KP) yang dapat di-
pimpin oleh wakil presiden,

“Saya setuju dengan draf
yang dibuat pimpinan karena
memang kita sistemnya presi-
densial, bahwa nanti presiden
tetap menunjuk wakil presiden
tidak ada masalah karena be-
danya kalau Papua tidak sen-
sitif pimpinan, kalau Jabodeta-
bek 'wow' bukan cuma sensitif,
itu super kata Mardani.

Berdasarkan Pasal 51 draf

RUU DK], disebutkan bahwa
pembangunan Daerah Khu-
sus Jakarta akan disinkronkan
dengan kawasan aglomerasi,
Kawasan tersebut meliputi Ja-
karta, Kabupaten Bogor, Kabu-
peten Tangerang, Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Cianju,
Kota Bogor, Kota Depok, Kota
Tangerang, Kot Tangerang Se-
latan, dan Kota Bekasi,

Semua Bidang

Sementara itu, Wakil Ketua
Badan Legislasi (Baleg) DPRRI
Achmad Baidowi mengatakan
sistem aglomerasi di daerah
Jakarta yang diusulkan dalam
RUU DK] tidak mungkin di-
pimpin oleh seorang gubernur
atau setingkat menteri,

Menurut  dia, penataan
kawasan aglomerasi dipim-
pin oleh seorang wakil presi-
den karena bisa membawahi
dan mengoordinasikan semua
bidang mulai Infrastruktur

transportasi, kependudukan,
hingga tata ruang,

“ltu nggak mungkin kalau
gubernur, dan nggak mungkin
juga kalau menter, tapi kalau
wakil presiden itu bisa mem-
bawahi semuanya, itu konsep
dasarnya,” kata Baidowi usai
memimpin rapat panitia ker-
ja pembahasan RUU DK] di
Kompleks Parlemen, Jakarta,
Kamis.

Menurut Baidowi, daerah
Jakarta tidak akan berstatus
sebagai pusat kawasan aglom-
erasl. Hal tersebut diantisipasi
agar tidak mereduksi otonomi
wilayah-wilayah lainnya, “Jadi
jangan sampai kawasan aglom-
erast itu dimaknai, mengatur
Depok, Tangerang, begitu, tapi
lebih kepada koordinasi teknis
pada perencanaan dan terkait
dengan penataan untuk meng-
awasi persoalan klasik yang
adadiJakarta," kata dia.
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